
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR      23       TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA   

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO 

KABUPATEN WONOSOBO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan kebijakan daerah yang bersifat 

spesifik di bidang pelayanan kesehatan diperlukan organisasi 

perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten 

Wonosobo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4548); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 



 2 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Wonosobo, (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 17). 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN WONOSOBO 

dan 

BUPATI WONOSOBO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo. 
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8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan 

dan Kelurahan. 

9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan penunjang yang dikategorikan ke 

dalam rumah sakit umum daerah. 

10. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten 

Wonosobo. 

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan 

tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro 

Kabupaten Wonosobo 

 

 
BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI   

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

 

(1) Rumah Sakit merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 

(2) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 4 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro mempunyai tugas melaksanakan upaya 

kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, berdaya guna dan berhasil guna dengan 

mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan 

terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. 

 

Pasal 5 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit 

Umum Daerah Setjonegoro, mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

pelayanan kesehatan; 

c. pembinaan dan pelaksanan tugas di bidang pelayanan kesehatan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Pasal 6 

Susunan Organisasi 

 

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro terdiri dari : 

a. Direktur. 

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

1) Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi; 

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat; 

3) Sub Bagian Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan. 

c. Bidang Pelayanan, terdiri dari : 

1) Seksi Pelayanan Medik; 

2) Seksi Pelayanan Keperawatan. 

d. Bidang Penunjang  terdiri dari : 

1) Seksi Sarana Medik dan Keperawatan; 

2) Seksi Sarana Non Medik. 

e. Bidang Keuangan, terdiri dari : 

1) Seksi Pendapatan; 

2) Seksi Belanja. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan 

bertanggung jawab kepada Direktur. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran I dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 7 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan 

tugas masing-masing. 

(2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Direktur, Kepala Bagian 

Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan  Kelompok 

Jabatan Fungsional, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 Pasal 8 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Wonosobo Unit Swadana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 9 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. 

 

Ditetapkan di  Wonosobo 

pada tanggal                       2008                          

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal  

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN WONOSOBO 

 

 

 

DJOKO PURNOMO  

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN  2008 NOMOR 

BUPATI WONOSOBO 

 

 

 

H.A. KHOLIQ ARIF 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR           TAHUN 2008 

 

TENTANG 

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA   

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO 

KABUPATEN WONOSOBO 

 

 

I. PENJELASAN UMUM 

 
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan dan kebijakan 

daerah yang bersifat spesifik di bidang kesehatan perlu organisasi perangkat 

daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pelayanan kesehatan. Sehingga dalam pelaksanaan perlu dijabarkan dalam 

kelembagaan perangkat daerah yang secara manajemen melaksanakan tugas 

yang berimbang antara tugas teknis operasional dengan perumusan kebijakan 

teknis dan pelayanan secara spesifik. 

 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 : Cukup jelas 

Pasal 2 : Cukup jelas 

Pasal 3 : Cukup jelas 
Pasal 4 : Cukup jelas 

Pasal 5 : Cukup jelas 
Pasal 6 : Cukup jelas 

Pasal 7 : Cukup jelas 
Pasal 8 : Cukup jelas 

Pasal 9 : Cukup jelas 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 

 


